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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, penulis menyimpulkan
bahwa pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan
sistem fidusia elektronik tidak semua terlaksana dengan baik seperti yang telah
diuraikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Pendaftaran
Fidusia tidak menerima lagi kegiatan pendaftaran jaminan fidusia secara manual
melainkan elektronik. Kantor Pendaftaran Fidusia turut menginformasikan
kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia
secara elektronik melalui berita di internet, menerima permohonan pendaftaran
dan permohonan perubahan, melakukan penghapusan jaminan fidusia dengan
menerbitkan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia dan menerbitkan

sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Terdapat satu tugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang belum terlaksana
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenai
kewenangan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia. Kantor
Pendaftaran Fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk membantu para pihak

melakukan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia sehingga
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tidak sesuai dengan asas publisitas dan belum mewujudkan tujuan pemberlakuan

sistem fidusia elektronik dengan biaya rendah.

B. SARAN

Pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan
sistem fidusia elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan
terus mempertahankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar tercipta kepastian hukum dan harmonisasi antara peraturan dan
pelaksanaan di masyarakat. Kantor Pendaftaran Fidusia di harapkan segera
diberikan kewenangan oleh Ditjen AHU untuk dapat melakukan pengecekan
daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia secara elektronik agar dapat

membantu masyarakat dalam hal pengecekan dan mengurangi pengeluaran biaya.
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